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RANCANGAN PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah : Landreform di Indonesia.
      sks : 1  sks.

Program Studi : D IV/perpetaan/Menajemen Pertanahan.
Fakultas : STPN Yogyakarta.

Capaian Pembelajaran MATA KULIAH :
HARD SKILLS : Mampu menjelaskan secara tepat model-model landreform dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan
                            kesejahteraan rakyat.
SOFT SKILLS  : Daya juang, kritis, kreatif,motivasi,visioner.



Matriks Pembelajaran :

Minggu
Capaian

pembelajaran akhir
yang diharapkan

Materi/PokokB
ahasan

Referensi
StrategiPembelajaran Latihan Yang Dilakukan

KriteriaPenilaian
(Indikator)

Bobot

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Mampu mengetahui

tujuan matakuliah
Membuat survey kelas
Mengolah survey kelas
Berkenalan 0



2 – 16 Mampu menjelaskan 
filosofi, asas, tujuan, 
dan definisi land 
reform; serta dasar 
hukum pelaksanaan 
landreform

Filosofi,Asas,
Tujuan,dan
Definisi  Land
Reform

1.  Falsafah
kemerdekaan
agraria  para
pendiri bangsa

2.  Berbagai
definisi  dan
tujuan  land
reform  dalam
bingkai
kebijakan
pembangunan
negara

3.  Beberapa
teori  land
reform
menurut  para

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

        10%



ilmuwan 

Land reform di
Indonesia, 
suatu 
pandangan 
umum dan 
landasan 
hukum 
pelaksanaanny
a

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

        10%

Pengalaman 
pelaksanaan 
Land reform di
Indonesia dari 
masa ke masa

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5%

Pelaksanaan
Redistribusi
tanah  (Subyek
dan  Obyek
Land Reform)

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5%



Tanah
kelebihan
maksimum
sebagai TOL

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5%

Tanah absente 
(guntai) 
sebagai obyek 
TOL

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

7,5%



Diskusi/tanya-jawab. Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

Tanah 
swapraja dan 
ex-swapraja 
sebagai TOL

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5%

2 – 16 Mampu menjelaskan 
filosofi, asas, tujuan, 
dan definisi land 
reform; serta dasar 
hukum pelaksanaan 
landreform

Tanah Negara 
lainnya 
sebagai TOL

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5%



Pelaksanaan 
Ganti kerugian
TOL

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5 %

Perjanjian
Bagi Hasil dan
Penyelesaian
Gadai  Tanah
Petanian

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

7,5 %



2 – 16 Mampu menjelaskan 
filosofi, asas, tujuan, 
dan definisi land 
reform; serta dasar 
hukum pelaksanaan 
landreform

Jenis-jenis 
Land Reform 
dan 
Pelaksanaanny
a di Berbagai 
Negara 
(tinjauan 
komparatif dan
teoretis)

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

10%

Bangkitnya 
kembali Isu 
Reforma 
Agraria/Land 
Reform  dalam
Konteks 
Nasional dan 
Global

Menjelaskan/ ceramah.
Memaparkan contoh-
contoh kasus/kebijakan 
pertanahan.

Diskusi/tanya-jawab. 

Mendengarkan/membua
t resume/catatan./
Menjawab stimulus 
pertanyaan.

Aktif mengikuti 
diskusi/tanya-jawab.

Kelengkapan 
catatan./Ketepatan 
jawaban
dan penjelasan atas 
pertanyaan.

Partisipasi dan 
ketepatan/kebenaran 
argumen.

10 %

   Daftar referensi:



- Soekarno, “Mencapai Indonesia Merdeka” (1933), dalam Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta: Panitya Penerbit DBR, 1960
- Pidato Resmi Presiden Soekarno, 17 Agustus 1960, “Jarek, Laksana Malaikat Turun dari Langit”, yang mengamanatkan pelaksanaan land reform sebagai

bagian dari revolusi Indonesia. 
- Tim Jajasan Petani.  Reforma Agraria dan Land Reform,  Jakarta:  Jajasan Petani,  1961. Mengulas tentang UU dan PP Land Reform dan Organisasi

pelaksananya (panitia, pendanaan, dan pengadilan land reform).
- Ahmad Nashih Luthfi,  2013. Setengah Abad Pendidikan Agraria Indonesia. Menjelaskan kaitan antara pendidikan agraria dan mandat utamanya atas land

reform. 
- Michael  Lipton,  Towards a Theory of  Land Reform",  dalam D. Lehmann (Ed.)  Agrarian Reform and Agrarian Reformism (Cambridge:  Cambridge

University Press, 1974). Michael Lipton adalah teoretikus dunia penganjur pelaksanaan land reformPerangin, Effendi 1989. Hukum Agraria di  Indonesia.
-  Rajagukguk, Eman 1995.Hukum Agararia,  Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup
- Sumarningsih, F.Eka 2006.
- Land reform di Indonesia dan Pelaksanaannya.
- Hustiati, 1990, Agrarian reform di Philippina dan Perbandingannya dengan Land reform di Indonesia
- Chen Cheng 1995, Land reform in Taiwan
- Andi Achdian, Tanah bagi Yang Tak Bertanah, Land reform pada masa Demokrasi Terpimpin, 1960-1965,
- Moh. Shohibuddi dan Ahmad Nashih Luthfi,  Land reform Lokal a la Ngandagan,  Inovasi Sistem Tenurial Adat di Sebuah Desa Jawa, 1947-1964,

(Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2010).
- Selo Soemardjan, “Land Reform di Indonesia”, dalam  Sediono M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.),  Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola

Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa [edisi revisi]. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Unggul Sudrajat, Land reform di Sleman, 1960-1973, Skripsi Sejarah UGM, 2009
- Tentang Polemik antara Revolusi Hijau dan Land Reform, Utrecht, E. “Land reform in Indonesia,” B.I.E.S. 4 (3): 1969.7188; Utrecht, E “Land reform and

BIMAS in Indonesia”,  JCA.1973: 149-164;  Ahmad Nashih Luthfi, “Revolusi Hijau di Asia Tenggara dan Transformasi Agraria Indonesia”, dalam Sri
Margana dan Widya Fitrianingsih, (ed.), Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global (Persembahan 70 tahun Prof. Djoko Suryo), Yogyakarta: Jurusan
Sejarah UGM dan Penerbit Ombak, 2009, hlm. 191-214.

-  Budi Harsono 1999. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-  Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya
- Parlindungan A.P.1984 Land Reform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan 
- Parlindungan A.P.1999 Land Reform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya. 
- Perangin, Effendi 1989.
- Hukum Agraria di  Indonesia.  
- Buku Referensi lain yang terkait.



                                                                                                      FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah :  Land Reform di Indonesia. sks            : 2 sks.
Program Studi :  Diploma IV. Pertemuan ke: 1 – 5.
Fakultas :   STPN. Yogyakarta.

A.TUJUAN TUGAS:
    - Menjelaskan mengenai falsafah, asas, pengertian, tujuan kebijakan Landreform di Indonesia.
    - Menjelaskan mengenai pelaksanaan Landreform di Indonesia.

       B. URAIAN       :
a. Obyek Garapan :

                  Telaah melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan L R  di Indonesia. 

              b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
          - Menjawab mengenai urgensi  kebijakan LR dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
          - Dibahas mengenai urgensi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang
            dapat meyakinkan tentang pentingnya kebijakan LR dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   - Mempresentasikan didepan klas.

             c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
                  Rangkuman bahasan pelaksanaan kebijakan LR/tulisan ilmiah maksimum 8 halaman.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan penjelasan.

      - Daya tarik komunikasi.

POLA PENILAIAN KOMPETENSI



KRITERIA 1: Ketepatan penjelasan.

KRITERIA  2:
Daya  tarik
penyajian.

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR
Isi Inspiratif,  pendengar

ingin tahu lebih
dalam.

Menambah wawasan. Pembaca masih harus
menambah lagi
informasi dari

beberapa sumber

Informasi yang
disampaikan tidak

menambah wawasan
bagi pendengarnya

Informasi yang
disampaikan

menyesatkan atau
salah

Organisasi Sangat runtut,
integratif, pendengar
dapat mengkompilasi

isi dengan baik.

Cukup runtut,
memaparkan

data/fakta
pendukung.

Tidak didukung data,
namun

menyampaikan
informasi yang benar

Informasi yang
disampaikan tidak ada

dasarnya

Tidak mau presentasi

Gaya. Sangat menguasai
materi, menggugah

semangat
pendengar.

Hanya sesekali
memandang catatan,
membuat pendengar

Faham.

Lebih banyak
membaca catatan

Selalu membaca
catatan (tergantung

pada catatan)

Tidak berbunyi

LAMPIRAN
–
LAMPIRAN:

1. Lectu
re

Notes: power point
2. Lembar Kerja
3. Selected Reading Material (daftaralamat web; buku; print out artikel; fotocopy)

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR

Falsafah,azas  dan
landasan  hukum
kebijakan  Land
Reform  di
Indonesia.

- Ketepatan 
penjelasan , 

- Ketepatan 
pemakaian 
peraturan 
perundangan 
terkait,

- Ketepatan 
argumen.

- Kebenaran
penjelasan

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen.

- Kebenaran
penjelasan
cukup,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
cukup.

- Kebenaran
penjelasan
kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
kurang.

- Kebenaran
penjelasan
sangat kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,tdk
relevan,

- Kebenaran
argumen
sangat kurang.

Tujuan dan Sasaran
Kebijakan  Land
Reform  di
Indonesia.

- Ketepatan 
penjelasan,

- Ketepatan 
pemakaian 
peraturan 
perundangan 
terkait,

- Ketepatan 
argumen.

- Kebenaran
penjelasan

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen.

- Kebenaran
penjelasan
cukup,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
cukup.

- Kebenaran
penjelasan
kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
kurang.

- Kebenaran
penjelasan
sangat kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,tdk
relevan,

- Kebenaran
argumen
sangat kurang.



                                                                                                      FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah :  Land Reform di Indonesia. sks            : 2 sks.
Program Studi :  Diploma IV. Pertemuan ke: 6 - 16
Fakultas :   STPN. Yogyakarta.

A.TUJUAN TUGAS:
    - Menjelaskan mengenai falsafah, asas, pengertian, tujuan kebijakan Landreform di Indonesia.
    - Menjelaskan mengenai pelaksanaan Landreform di Indonesia.

       B. URAIAN       :
a. Obyek Garapan :

                  Telaah melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan mengenai kebijakan L R  di Indonesia. 

              b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
          - Menjawab mengenai urgensi  kebijakan LR dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.
          - Dibahas mengenai urgensi tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ,ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang
            dapat meyakinkan tentang pentingnya kebijakan LR dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   - Mempresentasikan didepan klas.



             c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:
                  Rangkuman bahasan pelaksanaan kebijakan LR/tulisan ilmiah maksimum 8 halaman.

C.KRITERIA PENILAIAN
- Ketepatan penjelasan.

      - Daya tarik komunikasi.

                           
POLA 
PENILAIAN 
KOMPETENSI

KRITERIA  1:
Ketepatan
penjelasan.

KRITERIA  2:
Daya  tarik
penyajian.

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR
Isi Inspiratif,  pendengar

ingin tahu lebih
dalam.

Menambah wawasan. Pembaca masih harus
menambah lagi
informasi dari

beberapa sumber

Informasi yang
disampaikan tidak

menambah wawasan
bagi pendengarnya

Informasi yang
disampaikan

menyesatkan atau
salah

Organisasi Sangat runtut,
integratif, pendengar

Cukup runtut,
memaparkan

Tidak didukung data,
namun

Informasi yang
disampaikan tidak ada

Tidak mau presentasi

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di bawah standard SKOR

Pelaksanaan  Land
Reform  di
Indonesia.

- Ketepatan 
penjelasan , 

- Ketepatan 
pemakaian 
peraturan 
perundangan 
terkait,

- Ketepatan 
argumen.

- Kebenaran
penjelasan

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen.

- Kebenaran
penjelasan
cukup,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
cukup.

- Kebenaran
penjelasan
kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
kurang.

- Kebenaran
penjelasan
sangat kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,tdk
relevan,

- Kebenaran
argumen
sangat kurang.

Permasalahan  dan
perkembangan
pelaksanaan  LR  di
Indonesia.

- Ketepatan 
penjelasan,

- Ketepatan 
pemakaian 
peraturan 
perundangan 
terkait,

- Ketepatan 
argumen.

- Kebenaran
penjelasan

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen.

- Kebenaran
penjelasan
cukup,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
cukup.

- Kebenaran
penjelasan
kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,

- Kebenaran
argumen
kurang.

- Kebenaran
penjelasan
sangat kurang,

- Pemakaian
peraturan
perundangan
terkait  kurang
lengkap,tdk
relevan,

- Kebenaran
argumen
sangat kurang.



dapat mengkompilasi
isi dengan baik.

data/fakta
pendukung.

menyampaikan
informasi yang benar

dasarnya

Gaya. Sangat menguasai
materi, menggugah

semangat
pendengar.

Hanya sesekali
memandang catatan,
membuat pendengar

Faham.

Lebih banyak
membaca catatan

Selalu membaca
catatan (tergantung

pada catatan)

Tidak berbunyi

LAMPIRAN – LAMPIRAN:

1. Lecture Notes: power point
2. Lembar Kerja
3. Selected Reading Material (daftaralamat web; buku; print out artikel; fotocopy)


